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PROVINSI JAWA TENGAH 

 

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN KEBUMEN 

 

NOMOR 172.1.1/5 TAHUN 2020 
 

TENTANG 

 

PERSETUJUAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BUPATI KEBUMEN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN, 

 

Menimbang 

 

: a.  bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan 

dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, 

Bupati menyampaikan LKPJ kepada Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam Rapat Paripurna 

yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun 

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran 

berakhir; 

  b.  bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Kebumen membahas Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun 

Anggaran 2019, dan hasilnya berupa rekomendasi 

kepada Bupati Kebumen untuk perbaikan 

penyelenggaraan Pemerintahan ke depan; 

  c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kebumen tentang Persetujuan 

terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2019. 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
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  3.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3254) sebagaimana telah diubah 

menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan; 

  4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

  5.  Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 

13 Tahun 1950; 

  6.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

  7.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6322); 

  8.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6323); 

  9.  Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 

Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1); 
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  10.  Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 

menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Nomor 22); 

Memperhatikan : Rapat Badan Anggaran pada tanggal 16 April 2020 

membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 

Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2019. 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  

KESATU : Persetujuan terhadap Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun 

Anggaran 2019 dipergunakan sebagai pedoman 

pelaksanaan pembahasan oleh Badan Anggaran yang harus 

dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung 

sejak Laporan Keterangan Pertanggungjawaban diserahkan 

oleh Bupati Kebumen kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Kebumen. 

KEDUA : Hasil Pembahasan Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun 

Anggaran 2019 selanjutnya akan dipergunakan sebagai 

pedoman penyusunan Rekomendasi Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal 17 April 2020 

 

 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN 
Ketua, 

 
 

 
SARIMUN 

 

 

 

 


